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NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2021, telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2021,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah
mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan yang
bersifat khusus kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota;

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM |




Mengingat

PARAF KOORDI

SI

I

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 704/KPTS/BPKAD/2021 tentang
Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2021, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
mendapatkan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan
bersifat Khusus pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalan huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun
2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6570);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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16.

17.

18.

19,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6244);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangna Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
6542);
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24.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran
Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1609), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
158/PMK.02/2019 tentang Perubahan  atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran
Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1419);
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26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1421);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
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30.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus
dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 652), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi,
Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.07/2020 tentang Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1681);
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32.

33.

34.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1180), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
167/PMK.07/2020 tentang Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1237);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 648);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1749);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);
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35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Dana  Bantuan
Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 476);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2020
tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi
Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1779);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1769);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1770);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1671);
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42.

43.

44.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07
/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1612);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
63/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1666);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar
dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 946);
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45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal
Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 978);

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
167 /PMK.07 /2020 tentang Peyaluran Kurang Bayar
Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1431);
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206/PMK.07 /2020 tentang Penggunaan,

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1558);

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1641), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

50. Peraturan Menteri Perpustakaan Nasional Nomor 1
Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37);
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52.

53.

55.

Peraturan Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana
Pelayanan Kepariwisataan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 230);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional
Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 147);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 190);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2021

tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 125);
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57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

58.

59.

60.

2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 403);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
25/PMK.07 /2021 tentang Penetapan Kurang Bayar,
Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar
Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
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61.

62.

63.

65.

66.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi
Pengelolan Sampah di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 231);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 991);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2010 Nomor 7);

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas 7 Nomor
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 8).
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan serta Lampiran dalam Peraturan
Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor
41) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp.2.118.055.292.303,00 (Dua
triliun seratus delapan belas milyar lima puluh lima
juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga
rupiah) yang bersumber dari:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp.1.971.768.388.598,00
b. Bertambah Rp.12.000.000.000.00
Jumlah pendapatan
daerah setelah
perubsbian Rp1.983.768.388.598,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp.2.096.055.292.303,00
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Bertambah Rp.12.000.000.000.00
Jumlah belanja daerah Rp.2.108.055.292.303,00

setelah perubahan
Total Surplus/(defisit)
3. Pembiayaan daerah

a.Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp.134.286.903.705,00
2) Bertambah Rp.0,00

Jumlah  penerimaan
pembiayaan setelah

perubahan Rp.134.286.903.705,00
b.Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp.10.000.000.000,00

2)Bertambah / (berkurang) Rp.0,00

Jumlah pengeluaran Rp.10.000.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan
Jumlah pembiayaan neto Rp.124.286.903.705,00
setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan Rp.0,00

anggaran setelah perubahan

. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran

VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,
Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,
Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII

Peraturan Bupati ini.
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KABAG HUKUM %

Rp.-124.286.903.705,00
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Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.
Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal { MNovamber 2021
BUPATI MUSI RAWAS,
dto
RATNA MACHMUD
Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal § Movewssr 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR..{"E
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